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Audit BPK Dimulai, Baubau
Targetkan Kembali Raih Opini
WTP 2025, OPD Baubau Diminta
Tetap Siaga di Daerah

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menarget-
kan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang saat
ini tengah memasuki tahap pemeriksaan terperinci oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provin-
si Sulawesi Tenggara. Komitmen tersebut ditegaskan
seiring dimulainya proses audit lanjutan yang menjadi
penentu kualitas tata kelola keuangan daerah.

o

Tahapan ini secara re-
smi diawali melalui en-
try meeting antara jajaran
Pemerintah Kota Baubau
dan tim BPK yang digelar
di ruang rapat Kantor Wali
Kota Baubau, Palagimata,
pada Jumat (3/4/2026).

Lanjut ke Hal: 7

Ramah Tamah dan Halal Bihalal Bapas Bau-
bau Pasca Idul Fitr1 1447 H Jadi Ajang Perkuat
Koordinasi Mitra

Laporan: Firman

BAUBAU, BP -Upaya
memperkuat sinergi lin-
tas lembaga dalam men-
dukung sistem pemas-
yarakatan terus didorong
Balai Pemasyarakatan
(Bapas) Kelas II Baubau
melalui kegiatan ramah ta-
mah dan halal bihalal pasca
Hari Raya Idul Fitri yang
digelar di Baubau, Selasa
(31/3/2026). a€ceRamah
Tamah dan Halal Bihalal
Bapas Baubau Pasca Idul
Fitri 1447 H Jadi Ajang

Perkuat Koordinasi Mitra
Kegiatan tersebut
menghadirkan  berbagai

unsur mitra strategis, mu-
lai dari aparat penegak
hukum, lembaga keuan-
gan, media, hingga to-
koh masyarakat. Hadir
di antaranya perwakilan
Bank Rakyat Indonesia,
kejaksaan Negeri Bau-
bau, Lapas Baubau, BNN
Baubau, Imigrasi Baubau,
Polres Baubau, Penga-
dilan Baubau, serta jajaran
internal Bapas Baubau.
Dalam forum terse-

Yigt N e
but, Kepala Bapas Ke-
las II Baubau Nasirudin
menekankan pentingnya
memperkuat  kolabora-
si antar lembaga sebagai
bagian dari strategi pen-
ingkatan kualitas layanan
pemasyarakatan.

“Momentum Idul Fitri
menjadi ruang refleksi un-
tuk memperbaiki hubun-
gan sekaligus memperkuat
koordinasi kerja lintas
sektor,” ujar Nasirudin
dalam sambutannya.

Lanjut ke Hal: 7
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Bupati Buton Selatan H Muh Adios Fokus
Benahi ASN Sesuai Pertek BKN dan

Laporan: Firman

BUTON  SELATAN,
BP-Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan terus
mendorong reformasi bi-
rokrasi dan pembangunan
infrastruktur secara ber-
tahap pada 2026, ditan-
dai dengan pelantikan
105 aparatur sipil nega-
ra (ASN) oleh Bupati H.
Muhammad Adios.

Pelantikan tersebut
menjadi bagian dari up-
aya penataan sistem pe-
merintahan daerah agar
lebih profesional, efektif,
dan sesuai dengan arahan
Badan Kepegawaian Neg-
ara (BKN) pusat.

Di saat yang sama,
pemerintah daerah juga
tengah menggenjot pem-
bangunan  konektivitas
wilayah, termasuk rencana

Konektivitas Wilayah Buton Selatan

pembangunan pelabuhan
ferry di Pulau Batu Atas
yang diusulkan melalui
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Bupati Adios menga-
takan, pembangunan daer-
ah tidak hanya berfokus
pada infrastruktur fisik,
tetapi juga pada pembena-
han sumber daya manusia
aparatur sebagai fondasi
utama tata kelola pemer-
intahan.

“Untuk  membangun
daerah ini, yang pertama
kami benahi adalah pe-
merintahan,  khususnya
ASN. Semua harus mengi-
kuti petunjuk teknis dari
BKN,” kata Adios, Jumat
(3/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam
proses penataan terse-
but, pemerintah daerah
mengambil langkah tegas

dengan mencabut sejum-
lah surat keputusan (SK)
lama dan meminta arahan
langsung dari BKN pusat.

Langkah itu dilakukan
untuk memastikan seluruh
kebijakan  kepegawaian
berjalan sesuai regulasi
nasional, sekaligus meng-
hindari persoalan adminis-
tratif di kemudian hari.

“Kalau tidak mengikuti
arahan BKN, dampakn-
ya bisa menghambat ke-
naikan pangkat dan golon-
gan ASN,” ujarnya.

Selain itu, para pejabat
yang dilantik diwajibkan
mengikuti uji kompetensi
sebagai bagian dari sistem

merit dalam  birokrasi
modern.
Adios menegaskan,

proses pembenahan apara-

Lanjut ke Hal: 7

Serahkan LKPD ke BPK, Bupati Buton
Tengah Dr Azhari Tegaskan Transparansi

Laporan: Ardi

KENDARI, BP-Komit-
men pemerintah daerah
dalam memperkuat trans-
paransi dan akuntabilitas
keuangan kembali dite-
gaskan dalam penyerahan
Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD)
oleh seluruh kepala daerah
se-Sulawesi Tenggara ke-
pada BPK RI Perwakilan
Sulawesi Tenggara, Selasa
(31/3/2026).

Dalam kegiatan yang
berlangsung di aula kan-

tor BPK tersebut, Bupati
Buton Tengah, Dr. Azhari,
turut hadir bersama guber-
nur serta para bupati dan
wali kota lainnya.

Penyerahan LKPD ini
merupakan kewajiban ta-
hunan pemerintah daerah
sebagai bentuk pertang-
gungjawaban pengelolaan
keuangan kepada negara,
sekaligus menjadi dasar
audit oleh Badan Pemerik-
sa Keuangan.

Gubernur Sulawe-
si Tenggara, Andi Su-
mangerukka, memimpin

langsung penandatanga-
nan berita acara penyerah-
an LKPD bersama seluruh
kepala daerah kabupaten/
kota.

“Penyerahan LKPD ini
bukan sekadar formalitas,
tetapi  wujud tanggung
jawab kita kepada mas-
yarakat atas pengelolaan
anggaran daerah,a€ ujar
Andi Sumangerukka da-
lam sambutannya.

Bupati Buton Tengah,
Lanjut ke Hal: 7
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Audit BPK Dimulai, Baubau
Targetkan Kembali Raih Opini WTP 2025,
OPD Baubau Diminta Tetap Siaga di Daerah

Pertemuan  tersebut
menjadi penanda dim-
ulainya pemeriksaan
mendalam atas lapo-
ran keuangan yang
sebelumnya telah dis-
erahkan tepat waktu
pada 31 Maret 2026.

Sekretaris Daerah
Kota Baubau, La Ode
Darus Salam, menya-
takan bahwa seluruh
perangkat daerah di-
minta  memberikan
dukungan penuh se-
lama proses audit
berlangsung. Ia me-
nekankan pentingnya
sikap kooperatif da-
lam memastikan ke-
lancaran pemeriksaan.

“Kita berharap
seluruh OPD bersikap
terbuka, kooperatif,
dan proaktif dalam
menyajikan data yang
dibutuhkan oleh tim
BPK,” ujar La Ode
Darus Salam dalam
keterangannya.

Ia menambahkan,
pemeriksaan lapangan
oleh tim auditor dijad-
walkan berlangsung
sejak 1 April hing-
ga akhir Mei 2026,
mencakup serang-
kaian tahapan mulai
dari pengujian doku-
men hingga verifikasi
langsung di lapangan.

Untuk mendukung
kelancaran pros-
es tersebut, Sekda
menginstruksikan ke-
pada seluruh kepala
OPD dan bendahara
agar tidak mening-
galkan daerah selama
masa  pemeriksaan

berlangsung. Kehad-
iran mereka dinilai
krusial dalam mem-
berikan  penjelasan
atas data dan doku-
men yang diperiksa.
“Para pejabat tidak
diperkenankan keluar
daerah selama pemer-
iksaan  berlangsung,
kecuali dalam kondisi
mendesak dan harus
mendapatkan izin dari
pimpinan serta per-
setujuan tim BPK,”

tegasnya.

Lebih lanjut, ia
menekankan bahwa
transparansi dan pro-
fesionalisme men-
jadi prinsip utama

dalam menjaga integ-
ritas laporan keuan-
gan pemerintah daer-
ah. Menurutnya, hal
tersebut menjadi fon-
dasi dalam memper-
tahankan kepercayaan
publik.

Sementara itu, Pe-
meriksa Ahli Muda
BPK Perwakilan
Sulawesi  Tenggara,
Harmita  Amaliana,
menjelaskan  bahwa
pemeriksaan terperin-
ci ini merupakan ke-
lanjutan dari pemer-
iksaan  pendahuluan
yang telah dilakukan
pada Februari 2026.

“Pemeriksaan ter-
perinci  berlangsung
pada 2 April hingga
1 Mei 2026, dengan
fokus pada kewaja-
ran penyajian laporan
keuangan dan kepatu-
han terhadap peratur-
an perundang-undan-

gan,” jelas Harmita.
Ia  menyebutkan,
sejumlah aspek yang
menjadi perhatian da-
lam audit antara lain
kecukupan pengung-
kapan dalam Catatan
atas Laporan Keuan-
gan (CaLK), efektivi-
tas pengendalian in-
ternal, serta kepatuhan
terhadap regulasi.
Selain itu, tim BPK
juga memberikan ru-
ang bagi pemerintah
daerah untuk menin-

daklanjuti  temuan,
termasuk ~ pengem-
balian kelebihan
pembayaran, sebelum

batas waktu yang di-
tentukan pada 22 Mei
2026.

Tahapan berikutn-
ya adalah penyusunan
rencana aksi yang di-
jadwalkan pada 22-
23 Mei 2026, serta
penyerahan Laporan
Hasil ~ Pemeriksaan
(LHP) pada 24-31
Mei 2026.

Secara historis,
opini WTP dari BPK
merupakan indikator
utama  keberhasilan
tata kelola keuangan
pemerintah daerah di
Indonesia sejak diber-
lakukannya reformasi
keuangan negara pas-
ca krisis 1998. Ber-
dasarkan data BPK,
jumlah  pemerintah
daerah yang meraih
WTP terus mening-
kat signifikan dalam
satu dekade terakhir,
mencerminkan  per-
baikan sistem akunt-

abilitas publik.

Di tingkat global,
standar audit sektor
publik mengacu pada
prinsip-prinsip  yang
dikembangkan  oleh
International ~ Orga-
nization of Supreme
Audit Institutions
(INTOSALI), yang me-
nekankan transparan-
si, akuntabilitas, dan
integritas sebagai pi-
lar utama pengelolaan
keuangan negara.

Dalam konteks
tersebut, Pemerintah
Kota Baubau dinilai
perlu menjaga konsis-
tensi dalam penerapan
prinsip-prinsip  tata
kelola yang baik, ter-
utama dalam mengha-
dapi dinamika penge-
lolaan anggaran yang
semakin kompleks.

“Muara dari
seluruh proses ini ada-
lah bagaimana kita
bisa mempertahank-
an opini WTP den-
gan kualitas laporan
keuangan yang be-
nar-benar dapat diper-
tanggungjawabkan,”
kata La Ode Darus
Salam.

Dengan dimulain-
ya pemeriksaan ter-

perinci ini, seluruh
perangkat daerah
diharapkan ~ mampu

menunjukkan kinerja
optimal dalam men-
dukung proses audit,
sekaligus memperkuat
sistem  pengelolaan
keuangan yang trans-
paran dan akuntabel.

(*)

Ramah Tamah dan Halal Bihalal Bapas Baubau Pasca
Idul Fitr1 1447 H Jadi Ajang Perkuat Koordinasi Mitra

Ia menambahkan,
sinergi yang terban-
gun selama ini dinilai
telah memberikan
kontribusi nyata da-
lam mendukung tugas
pembinaan dan penga-
wasan warga binaan di
wilayah Baubau.

“Kami mengapresi-
asi dukungan seluruh
mitra. Tanpa kolaborasi
yang baik, pelaksanaan
tugas pemasyarakatan
tidak akan berjalan op-
timal,” katanya.

Namun demikian,
Nasirudin juga men-
gungkapkan  bahwa
keterbatasan  fasilitas
kantor Bapas Baubau
masih menjadi tantan-
gan yang perlu segera
diatasi.

“Kondisi kantor
kami masih sangat
sederhana. Kami ber-
harap ada dukungan,
baik melalui hibah
maupun relokasi, agar
pelayanan kepada mas-
yarakat dapat diting-
katkan,” ujarnya.

Selain memperkuat
jejaring kelembagaan,
kegiatan ini juga men-
jadi ajang promosi ha-

sil karya warga binaan
berupa produk olahan
seperti kacang mete,
keripik, dan kopi den-
gan label Butonik.
Produk tersebut
merupakan bagian dari
program  pembinaan
kemandirian ekonomi
yang bertujuan men-
dukung proses reinte-
grasi sosial warga bi-
naan setelah kembali
ke masyarakat.
“Melalui produk ini,
kami ingin menunjuk-
kan bahwa warga bi-
naan memiliki potensi
yang bisa dikembang-
kan secara produktif,”
tambah Nasirudin.
Secara historis,
konsep pemasyaraka-
tan di Indonesia mulai
diperkenalkan secara
resmi pada 1964 oleh
Menteri  Kehakiman
saat itu, Sahardjo, yang
mengubah pendekatan
sistem penjara menjadi
sistem pembinaan ber-
basis kemanusiaan.
Transformasi
tersebut kemudian
diperkuat melalui Un-
dang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, yang
menegaskan  pentin-
gnya pembinaan dan
reintegrasi sosial bagi
warga binaan.

Di tingkat global,
pendekatan serupa juga
berkembang  melalui
prinsip-prinsip  yang
diadopsi dalam “Unit-
ed Nations Standard
Minimum Rules for the
Treatment of Prisoner”
atau yang dikenal se-
bagai Mandela Rules,
yang menekankan per-
lakuan manusiawi dan
rehabilitasi narapidana.

Dalam konteks
tersebut, keberadaan
Bapas memiliki peran
strategis sebagai pen-
ghubung antara warga
binaan, aparat pen-
egak hukum, dan mas-
yarakat dalam memas-
tikan proses reintegrasi
berjalan efektif.

Kegiatan ramah ta-
mabh ini diawali dengan
pembacaan ayat suci
Al-Quran, mencer-
minkan nilai spiritu-
alitas yang menjadi
bagian penting dalam
momentum Idul Fitri
sebagai ajang saling

memaafkan.
Nasirudin juga
menyampaikan  per-

mohonan maaf kepada
seluruh mitra apabi-
la selama ini terdapat
kekurangan dalam
koordinasi  maupun
pelayanan.

“Kami menyadari
masih ada kekuran-
gan, untuk itu kami
memohon maaf seka-
ligus membuka ruang
perbaikan ke depan,”
katanya.

Ke depan, Bapas
Baubau berharap ko-
laborasi lintas sektor
dapat terus diperkuat,
termasuk dengan pi-
hak swasta, guna
menciptakan  sistem
pemasyarakatan yang
lebih adaptif dan re-
sponsif terhadap kebu-
tuhan masyarakat.

Sinergi  tersebut
diharapkan ~ mampu
mendorong terciptan-
ya ketertiban sosial
serta  meningkatkan
keberhasilan program
pembinaan warga bi-
naan secara berkelan-
jutan.(*)

(" Kamis, 09 April 2026

Serahkan LKPD ke BPK, Bupati Buton
Tengah Dr Azhari Tegaskan

bahwa pemerintah-
annya terus berupaya
meningkatkan kuali-
tas laporan keuangan
agar memenuhi stan-
dar yang ditetapkan.

“Kami berkomit-
men untuk terus
meningkatkan kual-
itas laporan keuan-
gan daerah agar lebih
transparan dan akunt-
abel,” kata Azhari.

Ia menambahkan,
penyusunan LKPD
harus dipandang se-
bagai bagian dari
reformasi birokrasi,
bukan sekadar kewa-
jiban  administratif
tahunan.

“Laporan keuan-
gan adalah cerminan
kinerja  pemerintah
daerah. Oleh kare-
na itu, kami terus
melakukan perbaikan
dalam sistem pen-
gelolaan keuangan,”
ujarnya.

Secara  historis,
kewajiban penyam-
paian laporan keuan-
gan pemerintah
daerah di Indonesia
mengacu pada Un-
dang-Undang  No-
mor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan

Transparansi

Negara, yang kemu-
dian diperkuat dengan
regulasi turunan lain-
nya, termasuk standar
akuntansi pemerintah-
an.

Dalam  praktikn-
ya, BPK memberi-
kan opini atas LKPD,
seperti Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP),
yang menjadi indika-
tor keberhasilan pen-

gelolaan  keuangan
daerah.
Secara global,

praktik audit keuan-
gan pemerintah juga
dilakukan oleh lem-
baga audit tertinggi
di berbagai negara,
seperti  Government
Accountability Office
(GAO) di Amerika
Serikat dan National
Audit Office (NAO)
di Inggris, yang ber-
fungsi menjaga akunt-
abilitas publik.
Penyerahan LKPD
menjadi langkah awal
dalam proses audit,
di mana BPK akan
melakukan pemerik-
saan mendalam terh-
adap laporan tersebut
untuk memastikan
kepatuhan  terhadap
peraturan serta kewa-

jaran penyajian lapo-
ran.

Melalui proses ini,
pemerintah  daerah
diharapkan dapat ter-
us memperbaiki tata
kelola keuangan dan
meningkatkan keper-
cayaan publik terha-
dap kinerja pemerin-
tahan.

“Kami  berharap
hasil audit nantinya
dapat menjadi bahan
evaluasi untuk per-
baikan ke depan,”
kata Azhari.

Kegiatan ini seka-
ligus menjadi mo-
mentum bagi seluruh
pemerintah daerah di
Sulawesi ~ Tenggara
untuk  memperkuat
komitmen dalam
mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih, transpar-
an, dan profesional.

Dengan penyerah-
an LKPD yang tepat
waktu,  pemerintah
daerah menunjuk-
kan keseriusan dalam
menjalankan prinsip
good governance ser-
ta mendukung pem-
bangunan yang berke-
lanjutan di tingkat
daerah.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios
Fokus Benahi ASN Sesuai Pertek BKN
dan Konektivitas Wilayah Buton Selatan

tur tidak bisa dilaku-
kan secara instan,
melainkan membu-
tuhkan tahapan yang
terukur dan kesaba-
ran.

“Pembenahan
ASN ini tidak mudah,
tidak seperti memba-
lik telapak tangan,”
katanya.

Di sektor pemba-
ngunan wilayah, pe-
merintah daerah juga
mulai merealisasikan
Program Kampung
Nelayan Merah Putih
yang telah dibangun
di Teluk Lande dan
akan diperluas ke Pu-
lau Siompu, kawasan
Bahari, hingga Pulau
Batu Atas.

Program tersebut
menjadi bagian dari
strategi peningkatan
ekonomi masyarakat
pesisir yang selama
ini menjadi tulang
punggung kehidupan
warga Buton Selatan.

Sementara itu,
rencana pembangu-
nan Kantor Bupati
Buton Selatan juga
tengah dipersiapkan,
dengan agenda pele-
takan batu pertama
dalam waktu dekat.

Adios menyebut-
kan, kegiatan terse-
but akan melibatkan
Gubernur serta tokoh
adat Parabela sebagai
simbol kebersamaan
dan identitas daerah.

“Kantor bupati ini
adalah  kebanggaan
masyarakat ~ Buton
Selatan, sehingga kita

ingin semua pihak
hadir,” ujarnya.

Dalam konteks pe-
rencanaan pembangu-
nan, pemerintah daer-
ah memastikan bahwa
seluruh program tidak
lagi terkendala oleh
rencana tata ruang
wilayah (RTRW) yang
sebelumnya menjadi
hambatan.

Pendekatan berba-
sis data juga menjadi
strategi utama pemer-
intah daerah dalam
mengakses dukungan
anggaran dari pemer-
intah pusat.

“Kalau ke Jakarta,
kita tidak hanya mem-
bawa cerita, tapi harus
membawa data agar
mereka yakin,” kata
Adios.

Secara historis,
reformasi birokrasi di
Indonesia telah men-
jadi agenda nasional
sejak era reformasi
1998, yang kemudi-
an diperkuat melalui
penerapan sistem
merit dalam manaje-
men ASN berdasar-
kan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014

tentang ASN.

Di tingkat global,
reformasi birokra-
si juga menjadi tren
di berbagai negara
berkembang, seper-

ti Korea Selatan dan
Singapura, yang ber-
hasil  meningkatkan
kualitas ~ pelayanan
publik melalui pro-
fesionalisasi aparatur
dan sistem rekrutmen

berbasis kompetensi.

Langkah yang di-
tempuh  Pemerintah
Kabupaten Buton Se-
latan dinilai sejalan
dengan arah kebija-
kan nasional tersebut,
terutama dalam mem-
perkuat tata kelola
pemerintahan  yang
transparan dan akunt-
abel.

Selain pembenah-
an birokrasi, pemba-
ngunan infrastruktur
konektivitas  seperti
pelabuhan ferry juga
menjadi bagian pent-
ing dalam membuka
akses ekonomi antar-
wilayah kepulauan.

Adios  berharap,
upaya yang dilakukan
secara bertahap terse-
but dapat memberikan
dampak nyata bagi
masyarakat, meski-
pun perubahan tidak
terjadi secara instan.

“Mudah-mudahan
tahun 2026 ini sudah
mulai terlihat peruba-
han, walaupun sedik-
it,” ujarnya.

Dengan kombinasi
reformasi ASN dan
pembangunan infra-
struktur, Pemerintah
Kabupaten Buton
Selatan menargetkan
terciptanya tata kelo-
la pemerintahan yang
lebih baik serta pen-
ingkatan kesejahter-
aan masyarakat secara
berkelanjutan.(*)
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Jokowi Hormati Keteguhan Iran, Bahas
Konflik dan Dampak Global

T

P

Presiden Jokowi menghormati keteguhan Iran dalam mempertahankan kedaulatan saat bertemu
Dubes Iran

Laporan: Alwan

SOLO, BP-ke-7
Republik Indone-
sia, Joko Widodo,
menerima  Duta
Besar Republik Is-
lam Iran untuk In-
donesia, Moham-
mad Boroujerdi,
di kediamannya
di Kota Surakar-
ta, Rabu (1/4), da-
lam  pertemuan
yang membahas
eskalasi  konflik
di kawasan Timur
Tengah serta
dampaknya terha-
dap kemanusiaan
dan stabilitas
global.

Pertemuan
tersebut ber-
langsung di rumah
pribadi Jokowi di
Jalan Kutai Utara,
Kelurahan Sum-
ber, Kecamatan
Banjarsari, den-
gan dihadir1 jaja-
ran staf Kedutaan
Besar Iran di In-
donesia. Agenda
utama pertemuan
difokuskan pada
perkembangan
terkini situasi kea-
manan regional.

Dalam kesem-
patan itu, Borou-
jerdi menyam-
paitkan  laporan
menyeluruh men-
genai kondisi di
Iran pascaseran-
gan yang terjadi
pada akhir Febru-
ari. la memapar-
kan bahwa sejum-
lah fasilitas sipil
dan infrastruktur

vital mengalami
kerusakan sig-
nifikan.

Menurut Borou-

jerdi,  serangan
tersebut tidak ha-
nya berdampak
pada sektor
ekonomi, tetapi
juga memicu kri-
sis kemanusiaan
yang meluas.
a€eKami meng-
hadapi  dampak
serius  terhadap
masyarakat sipil
akibat  serangan
terhadap fasilitas
penting,a€ ujarn-
ya.

Situasi mema-
nas setelah seran-
gan militer yang
dilancarkan oleh
Amerika Serikat
bersama  Israel
pada 28 Februari
lalu. Serangan itu
disebut menim-
bulkan  korban
besar, termasuk
Pemimpin  Ter-
tinggi Iran, Al
Khamenei, serta
ribuan warga sip-
il.

Sebagai re-
spons, Iran melun-
curkan serangan
balasan yang
menyasar wilayah
Israel dan aset
Amerika Serikat
di kawasan Teluk,
sehingga mening-
katkan ketegan-
gan geopolitik di
kawasan tersebut.

Menanggapi
kondisi itu, Joko-
wimenyampaikan
keprihatinan men-
dalam atas situa-
si yang berkem-
bang. la menilai
bahwa konflik
yang berkepan-
jangan berpoten-
st memperburuk
stabilitas regional

dan global.

“Saya menyam-
paitkan  simpati
mendalam kepada
rakyat Iran, ser-
ta menghormati
keteguhan dalam
mempertahankan
kedaulatan nasi-
onal,” kata Jokow1
dalam pernyataan
yang disampaikan
melalui akun re-
smi media sosial-
nya.

Jokowi  juga
menegaskan pent-
ingnya penyelesa-
1an konflik melalui
jalur  diplomasi.
a€ceHarapan kita
semua, perda-
maian, stabilitas,
dan ketenangan
dapat segera kem-
bali di kawasan,a€
ujarnya.

Dalam per-
temuan tersebut,
kedua pihak turut
bertukar pandan-
gan mengenai
dinamika  geo-
politik yang leb-
th luas, termasuk
potensi  dampak
konflik terhadap
negara-negara
berkembang dan
stabilitas ekonomi

global.
Secara historis,
hubungan Indo-

nesia dan Iran tel-
ah terjalin cukup
lama, terutama
sejak era Konfe-
rensi Asia-Afrika
1955 yang me-
nekankan solidar-
itas negara-neg-
ara berkembang
dalam  menjaga
kedaulatan  dan
menolak interven-
si asing.

Indonesia
sendiri selama ini
dikenal  konsis-
ten  mendorong
penyelesaian
konflik internasi-
onal melalui di-
plomasi  damai,
sejalan ~ dengan
prinsip politik
luar negeri be-
bas aktif yang
telah  dijalankan
sejak awal ke-
merdekaan.

D1 tingkat glob-
al,  ketegangan
antara Iran dan
negara-negara
Barat, khususnya
Amerika Serikat,
telah berlangsung
selama beberapa

dekade, terma-
suk sejak Rev-
olust Iran 1979
yang mengubah
lanskap  politik
kawasan  Timur
Tengah.

Eskalasi terba-
ru ini memuncul-
kan kekhawatiran
baru akan potensi
konflik  terbuka
yang lebih luas,
mengingat keterli-
batan aktor-aktor
besar dalam dina-
mika tersebut.

Pertemuan an-
tara Jokowi dan
Dubes Iran terse-
but mencermink-
an peran Indone-
sia sebagai negara
yang aktif dalam
mendorong dialog
dan perdamaian
di tengah mening-
katnya ketegan-
gan global.(*)
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DPR Apresiasi Polri, Mudik 2026 Lebih
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llustrasi. DPR apresiasi soalnya pengamanan lalu lintas oleh Polri soal
arus mudik lebaran 2026.Dok

Laporan: Radit

JAKARTA,
BP-Komisi III DPR RI
menilai  pelaksanaan
arus mudik dan balik
Lebaran 2026 ber-
langsung lebih tertib
dan terkendali, dengan
indikator utama beru-
pa menurunnya angka
kecelakaan lalu lintas
serta tidak ditemukan-
nya kemacetan parah
di jalur-jalur utama.

Penilaian tersebut
disampaikan  Ketua
Komisi III DPR RI,
Habiburokhman, yang
menyebut  keberhas-
ilan ini merupakan
hasil koordinasi lin-
tas instansi dalam
pengamanan mudik
yang digelar sejak
awal hingga puncak
arus balik pada awal
April 2026.

Menurut dia,
penerapan berbagai
strategi rekayasa
lalu lintas menjadi
faktor kunci dalam
mengurai kepadatan
kendaraan, terutama
di ruas jalan tol dan
jalur nasional yang
selama ini dikenal
rawan kemacetan.

“Penyelengga-
raan mudik tahun in1
menunjukkan hasil
yang sangat positif
di berbagai aspek,
khususnya  dalam
penurunan  angka
kecelakaan lalu lin-
tas,” kata Habiburo-
khman, Kamis (2/4).

la  menambah-
kan, kondisi tersebut
menunjukkan bah-
wa langkah-langkah
pengamanan  yang
diterapkan berjalan
efektif dalam men-
jaga  keselamatan
pemudik di berbagai
daerah.

Selain aspek lalu
lintas, Komisi III
DPR juga menyoro-
ti situasi keamanan
dan ketertiban mas-
yarakat yang relat-
if kondusif selama
periode mudik, baik
di daerah asal mau-
pun tujuan pemudik.

Habiburokhman
menyebut peningka-
tan patroli aparat ke-

polisian di berbagai
wilayah turut me-
nekan angka krimi-
nalitas selama masa
libur Lebaran.

“Angka ke-
celakaan bisa
ditekan, artinya
strategi pengaman-

an dan rekayasa lalu
lintas berjalan san-
gat efektif,” ujarnya.

Situasi keamanan
juga terpantau stabil
di kawasan Jabode-
tabek yang diting-
galkan sebagian be-
sar warganya untuk
mudik, maupun di
daerah tujuan seper-
ti Jawa Tengah dan
Jawa Timur yang
menjadi tujuan uta-
ma perjalanan.

[a juga mene-
gaskan bahwa tidak
adanya kemacetan
parah menjadi ind-
ikator penting keber-
hasilan pengelolaan
arus mudik tahun
ini, berbeda dengan
kondisi pada ta-
hun-tahun sebelum-
nya.

“Penerapan
rekayasa lalu lintas
seperti one way dan
contraflow  terbuk-
ti mampu mengurai
kepadatan kend-
araan secara Sig-
nifikan,” tutur dia.

Keberhasilan
tersebut, menurut-
nya, tidak terlepas
dari pelaksanaan Op-
erasi Ketupat 2026
yang digelar oleh
Kepolisian Repub-
lik Indonesia dengan
melibatkan berbagai
unsur terkait.

DPR pun mem-
berikan apresiasi ke-
pada Kapolri Listyo
Sigit Prabowo dan
Kakorlantas  Polri
Agus  Suryonugro-
ho atas keberhasilan
pengamanan terse-
but.

“Ini hasil kerja
keras dan koordinasi
yang baik antarin-
stansi dan personel
di lapangan,” kata
Habiburokhman.

Secara  historis,
arus mudik Lebaran
di Indonesia mer-
upakan salah satu

pergerakan  manu-
sia terbesar di dun-
ia, dengan jumlah
pemudik yang dalam
beberapa tahun tera-
khir mencapai lebih
dari 100 juta orang
setiap musimnya.

Pada Lebaran
2025, pemerintah
mencatat masih ter-
jadi  sejumlah tit-
ik kemacetan pan-
jang di jalur Pantura
dan jalan tol Trans
Jawa, serta angka ke-
celakaan yang relatif
lebih tinggi diband-
ingkan tahun ini.

Sementara itu, se-
cara global, fenome-
na mobilitas massal
saat hari besar keag-
amaan juga terjadi di
sejumlah negara, sep-
erti arus mudik Tahun
Baru Imlek di China
yang dikenal sebagai
a€ceChunyuna€ ,
yang melibatkan mil-
iaran perjalanan seti-
ap tahunnya.

Namun, pengelo-
laan mudik di Indo-
nesia dinilai semakin
membaik dalam be-
berapa tahun terakhir
seiring dengan pen-
ingkatan infrastruk-
tur jalan dan sistem
manajemen lalu lin-
tas berbasis teknolo-
gi.
Habiburokhman
berharap capaian
positif pada 2026
dapat menjadi acuan
untuk penyelengga-
raan mudik di masa
mendatang agar se-
makin aman, nya-
man, dan efisien bagi
masyarakat.

Ia juga mendorong
agar pola pengaman-
an dan rekayasa lalu
lintas terus disem-
purnakan, termasuk
melalui evaluasi ber-
kala terhadap kebija-
kan yang telah diter-
apkan.

Dengan berbagai
indikator  tersebut,
DPR menilai mudik
Lebaran 2026 se-
bagai salah satu yang
paling terkendali da-
lam beberapa tahun
terakhir.(*)
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Gubernur Sultra ASR Tekankan Efisiensi

Anggaran
a k)

Laporan: Mashuri

SULTRA,
BP-Pemerintah
Provinsi ~ Sulawe-
si Tenggara mem-
perketat kebijakan
pengelolaan  ang-
garan dengan men-
garahkan  seluruh
program  pemba-
ngunan agar ber-
dampak langsung
pada masyarakat,
terutama dalam up-
aya menekan ang-
ka kemiskinan dan
memperluas akses
layanan dasar.

Kebijakan terse-
but ditegaskan Gu-
bernur  Sulawesi
Tenggara, Andi Su-
mangerukka, saat
memimpin apel
gabungan Apara-
tur Sipil Negara
(ASN) di Lapan-
gan Kantor Guber-
nur Sultra, Senin
(30/3/2026).

Dalam arahan-
nya, gubernur me-
nekankan  bahwa
keberhasilan  pe-
merintah  daerah
tidak lagi diukur
dari banyaknya
program yang di-
jalankan, melain-
kan dari dampak
nyata yang dira-
sakan masyarakat.

“Program harus
berdampak nyata.
Itu yang menjadi
ukuran keberhasi-
lan kita,” ujar Andi
Sumangerukka.

Ia menegas-
kan bahwa kondisi
fiskal daerah saatini
menuntut  efisien-
si menyeluruh di
semua lini pemer-
intahan. Anggaran
yang terbatas harus
diarahkan pada ke-
butuhan  prioritas
dan  menghindari
pemborosan.

“Anggaran kita
terbatas. Tidak

boleh ada pembo-
rosan, termasuk
perjalanan  dinas
yang tidak mende-
sak,” katanya.

Menurutnya,
tekanan  ekonomi
global dalam beber-
apa tahun terakhir
turut memengaruhi
kemampuan fiskal
daerah. Fenom-
ena ini sejalan
dengan tren inter-
nasional pascapan-
demi COVID-19
pandemic yang
mendorong  ban-
yak pemerintah
melakukan penge-
tatan anggaran.

D1 tingkat na-
sional, kebijakan
efisiensi anggaran
juga telah menjadi
bagian dari refor-
masi fiskal sejak
diberlakukannya
Undang-Undang
Nomor 17 Ta-
hun 2003 tentang
Keuangan Negara
yang menekankan
prinsip akuntabili-
tas dan pengelolaan
keuangan berbasis
kinerja.

Gubernur men-
jelaskan, fokus uta-
ma pembangunan
daerah saat ini ada-
lah memutus rantai
kemiskinan  yang
masih berada di
kisaran 10 persen
di Sulawesi Teng-
gara.

“Intervensi  ha-
rus tepat sasaran
agar  masyarakat
benar-benar mera-
sakan  manfaatn-
ya,” ujarnya.

Ia menambah-
kan,  pembangu-
nan infrastruktur
tetap menjadi pri-
oritas, namun ha-
rus memiliki nilai
ekonomi yang jelas
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bagi  masyarakat.
Infrastruktur seper-
ti jalan diharapkan
mampu membuka
akses dan mening-
katkan  aktivitas
ekonomi warga.
Dalam  sektor
pendidikan, pe-
merintah daer-
ah menegaskan
komitmen  untuk
menjaga transpar-
ansi  pengelolaan
anggaran, termasuk
dana Bantuan Op-

erasional Sekolah
(BOS).
“Pendidikan

adalah kunci masa
depan. Tidak boleh

ada penyimpangan
dalam pelaksa-
naannya,” tegasn-
ya.

Sementara itu, di
bidang kesehatan,
Pemprov Sultra
menargetkan cak-
upan kepesertaan
BPJS  Kesehatan
mencapai 100 pers-
en. Saat ini, cak-
upan tersebut ma-
sih berada di angka
sekitar 89 persen.

Kebijakan  ini
sejalan dengan
program nasional
Jaminan Keseha-
tan Nasional yang
dikelola oleh BPJS
Kesehatan  sejak
diluncurkan pada
2014 sebagai ba-
gian dari reformasi
sistem perlindun-
gan sosial di Indo-
nesia.

Selain fokus
pada program pri-
oritas, pemerintah
daerah juga tengah
mengkaji  penye-
suaian sistem kerja

RPN N T Y

ASN sebagai ba-
gian dari efisiensi
anggaran, termasuk
kemungkinan pen-
erapan sistem ker-
ja dari rumah atau
work from home.

Namun demiki-
an, gubernur me-
negaskan  bahwa
perubahan  sistem
kerja tidak boleh
mengganggu  pe-
layanan publik.

“Apapun sistem
kerja yang diter-
apkan, pelayanan
kepada masyarakat
tidak boleh ter-
ganggu,” ujarnya.

Apel gabungan
tersebut dihadi-
r1 oleh Sekretaris
Daerah, staf ahli
gubernur, para asis-
ten, kepala OPD,
kepala biro, ser-
ta ribuan ASN di
lingkungan Pem-
prov Sultra.

Di akhir ara-
hannya, guber-
nur mengingatkan
seluruh jajaran
agar memastikan
setiap kebijakan ti-
dak berhenti pada
tahap perencanaan
semata, tetapi be-
nar-benar diimple-
mentasikan secara
konsisten.

Dengan
penekanan  pada
efisiensi, akuntabil-
itas, dan dampak
nyata, Pemprov
Sultra berharap
kebijakan pemba-
ngunan yang di-
jalankan ~ mampu
memperkuat ketah-
anan ekonomi daer-
ah di tengah tantan-
gan global.(*)
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Gubernur Sultra ASR Luncurkan SPPG,
Dorong Kualitas SDM Sejak Dini

Laporan: Lisna

SULTRA,
BP-Upaya pemer-
intah dalam mem-
perkuat pemenuhan
gizi masyarakat ter-
us diperluas melalui
pengoperasian
Satuan  Pelayanan
Pemenuhan Gizi
(SPPG) Polri di Pol-
resta Kendari, yang
diresmikan oleh
Gubernur  Sulawest
Tenggara, Andi Su-
mangerukka, Senin
(30/3/2026). Fasili-
tas ini diproyeksikan
menjadi pusat
layanan gizi terpa-
du bagi pelajar di
wilayah tersebut.

Keberadaan
SPPG tidak hanya
berfungsi  sebagai
dapur umum, tetapi
juga sebagai pusat
distribusi  makanan
bergizi yang dikelola
secara terintegrasi,
mulai dari pengola-
han bahan pangan
hingga penyaluran
ke sekolah-sekolah
sasaran.

Program ini mer-
upakan bagian dari
implementasi  Pro-
gram Makan Gizi
Gratis yang  di-
canangkan  pemer-
intah pusat untuk
meningkatkan kual-
itas gizi anak-anak
usia sekolah, scka-
ligus  memperkuat
pembangunan sum-
ber daya manusia.

Dalam sambutan-
nya, Gubernur me-
negaskan pentingn-
ya menjaga kualitas
layanan. “SPPG ini
harus menjadi stan-
dar baru dalam pe-
layanan gizi. Kita
ingin  memastikan
makanan yang disa-
jikan  benar-benar
sehat, higienis, dan
layak  konsumsi,”
ujar Andi Suman-
gerukka.

Ia juga menam-
bahkan bahwa fasil-
itas tersebut telah
memenuhi berbagai
standar kelaya-

kan. “Saya melihat
langsung dapurnya,
peralatannya leng-
kap, bersih, dan me-
menuhi syarat. Ini
bisa menjadi contoh
bagi daerah lain,”
katanya.

Peninjauan lapan-
gan dilakukan secara
menyeluruh, men-
cakup dapur produk-
si, sistem penyim-
panan bahan pangan,
hingga mekanisme
distribusi makanan
kepada  penerima
manfaat.

Menurut  Guber-
nur, pendekatan
terintegrasi  dalam
pengelolaan  SPPG
memungkinkan
layanan berjalan leb-
ih efektif dan efisien.
“Dengan sistem yang
tertata, distribusi
makanan bisa tepat
sasaran dan berke-
lanjutan,” ujarnya.

Secara  historis,
upaya pemenuhan
gizi melalui inter-
vensi  pemerintah
telah menjadi bagian
penting dalam kebi-
jakan pembangunan
nasional. Indonesia
sendiri telah lama
menjalankan  berb-
agai program per-
baikan gizi, terma-
suk melalui Gerakan
Nasional  Percepa-
tan Perbaikan Gizi
yang diperkuat sejak
dekade 2010-an un-
tuk menekan angka
stunting.

Di tingkat glob-
al, pendekatan seru-
pa juga diterapkan
di berbagai negara
melalui program
pemberian makanan
di sekolah (school
feeding  program)
yang didukung oleh
World Food Pro-
gramme sebagai
salah satu strategi
efektif meningkat-
kan kesehatan dan
capaian pendidikan
anak.

SPPG Polri di

Kendari diharapkan
menjadi bagian dari
praktik baik terse-
but, dengan mengin-
tegrasikan aspek
kesehatan,  pendi-
dikan, dan ketahanan
pangan dalam satu
sistem layanan.

Selain  dampak
kesehatan, program
ini juga memberikan
efek ekonomi yang
signifikan. Kebutu-
han bahan pangan
untuk  operasion-
al dapur membu-
ka peluang bagi
petani,  nelayan,
dan pelaku UMKM
lokal untuk terlibat
dalam rantai pasok.

“Program ni
tidak hanya soal
gizi, tetapi juga
tentang mengger-
akkan ekonomi
masyarakat. Kita
ingin petant dan
pelaku usaha lo-
kal ikut merasakan
manfaatnya,” kata
Gubernur.

Pemerintah
Provinsi ~ Sulawe-
si Tenggara turut
mengapresiasi  ko-
laborasi antara
Polri dan Badan
Gizi Nasional da-
lam menghadirkan
layanan ini. Sinergi
lintas sektor dinilai
menjadi kunci ke-
berhasilan imple-
mentasi  program
strategis nasional.

Dengan hadirnya
SPPG di Kendari,
pemerintah  ber-
harap angka stunt-
ing dapat ditekan
secara  signifikan,
sekaligus memasti-
kan generasi muda
tumbuh sehat dan
produktif.

Ke depan, mod-
el layanan ini
direncanakan akan
diperluas ke berb-
agai wilayah lain di
Sulawesi Tenggara
guna menjangkau
lebih banyak pener-
ima manfaat.(*)
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Bupati Buton Tengah Dr Azhari
Arahkan RKPD 2027 Dorong Transfor-

Pewarta: Komarudin

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah menegaskan
komitmennya untuk
mendorong  pertum-
buhan ekonomi dan
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
(SDM) dalam Musy-
awarah Perencanaan
Pembangunan (Mus-
renbang) RKPD Tahun
2027 yang digelar di
Aula Pancana, Kantor
Bupati Buton Tengah,
Senin (30/3/2026).

Dalam forum terse-
but, Wakil Bupati
Buton Tengah Muh.
Adam Basan me-
nekankan pentingnya
sinergi  seluruh pe-
mangku kepentingan
di tengah keterbatasan
anggaran daerah.

“APBD kita terba-
tas, sehingga diper-
lukan  sinergi dan
kolaborasi seluruh pe-
mangku kepentingan
untuk mencapai target
pembangunan,” tegas
Muh. Adam Basan da-
lam sambutannya.

Ia menambahkan,
arah kebijakan pemba-
ngunan 2027 difokus-
kan pada transformasi
ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan se-
bagai fondasi menuju
daya saing daerah.

“RKPD 2027 di-
arahkan untuk men-
dukung transformasi
ekonomi sebagai fon-
dasi periode kedua
RPJP  2025-2029,”
ujarnya.

Selain
ekonomi,

aspek
pening-

masi Ekonomi dan Daya Saing SDM
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katan kualitas SDM
juga menjadi perha-
tian utama, terutama
dalam menyesuaikan
kebutuhan tenaga ker-
ja dengan dinamika
dunia kerja yang terus
berkembang.
Menurutnya, pem-
bangunan harus ber-
basis skala prioritas,
termasuk percepatan
pengembangan  ka-
wasan perkantoran La-
bungkari sebagai pusat
pemerintahan baru di

Buton Tengah.
Musrenbang terse-
but dihadiri  Wakil

Ketua I DPRD Buton
Tengah Mazaluddin,
unsur  Forkopimda,
kepala OPD, per-
wakilan Kementerian
Agama, Badan Pusat
Statistik, Bank Sultra
Cabang Mawasangka,
serta para camat, lu-
rah, kepala desa, dan
perencana daerah.

Kepala  Bappeda
Buton Tengah Samrin
Saerani menjelaskan,
forum  Musrenbang
menjadi wadah strat-
egis untuk menye-
laraskan perencanaan,
penganggaran, pelak-
sanaan hingga penga-
wasan pembangunan
daerah.

“Musrenbang  ini
menjadi pedoman da-
lam pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan
pembangunan  daer-
ah tahun 2027, kata
Samrin.

la  menyebutkan,

penyusunan ~ RKPD
dilakukan dengan
memperhatikan  ket-

erkaitan antara kebi-

jakan pusat, provinsi,
dan daerah agar pem-
bangunan berjalan se-
laras dan efektif.

Dalam konteks
tersebut, sejumlah
isu strategis menja-

di prioritas, di an-
taranya pertumbuhan
ekonomi, pemerataan
infrastruktur, pengelo-
laan lingkungan hid-
up, serta reformasi bi-
rokrasi dan tata kelola
pemerintahan.

Secara historis, fo-
rum Musrenbang telah
menjadi bagian pent-
ing dalam sistem per-
encanaan pembangu-
nan di Indonesia sejak
diberlakukannya Un-
dang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasion-
al, yang menekankan
pendekatan partisipatif
dalam pembangunan.

Secara  nasional,
konsep  perencanaan
partisipatif ini juga
selaras dengan agenda
pembangunan global
yang diusung dalam
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau
Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs)
yang diinisiasi oleh
Perserikatan ~ Bang-
sa-Bangsa pada 2015.

Pendekatan terse-
but menekankan pent-
ingnya kolaborasi
antara pemerintah,
sektor swasta, dan
masyarakat dalam
menciptakan pemba-
ngunan yang inklusif
dan berkelanjutan.

Dalam Musren-
bang Buton Tengah,

hal ini tercermin dari
pelibatan berbagai un-
sur masyarakat dan
lembaga dalam proses
penyusunan RKPD.
Wakil Bupati juga
menegaskan  bahwa
setiap program yang
dirancang harus mam-
pu meningkatkan
Pendapatan Asli Daer-
ah (PAD) dan mem-

perkuat daya saing
daerah di tingkat re-
gional.

“Program dan ke-
giatan tahun 2027 ha-
rus mendorong per-
tumbuhan  ekonomi
serta  meningkatkan
PAD daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, keter-
batasan fiskal menjadi
tantangan  tersendi-
ri  bagi pemerintah
daerah dalam mereal-
isasikan berbagai pro-
gram pembangunan.

Untuk itu, diperlu-
kan inovasi kebijakan
serta kerja sama lintas
sektor guna mengop-
timalkan sumber daya
yang tersedia.

Melalui ~ Musren-
bang ini, pemerin-
tah daerah berharap
dapat  menghimpun
berbagai aspirasi mas-
yarakat sebagai bahan
penyempurnaan ran-
cangan awal RKPD
2027.

Dengan  perenca-
naan yang matang dan
partisipatif, diharap-

kan pembangunan Bu-
ton Tengah ke depan
mampu memberikan
dampak nyata terha-
dap peningkatan kese-
jahteraan masyarakat.

*)
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Foma-foma’a Jadi Simbol Persatuan
Warga Baruta di Buton Tengah Pasca

Laporan: Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP-Pemerintah
Desa Baruta bersama
masyarakat menggelar
tradisi adat Foma-fo-
ma’a sebagai bentuk
pelestarian budaya
sekaligus memperkuat
jati  diri masyarakat
lokal di tengah arus
modernisasi, Selasa
(31/3/2026). Kegiatan
yang berlangsung di
Gedung Sanggar Seni
dan Budaya Desa Ba-
ruta ini menjadi sim-
bol kebersamaan pas-
ca Idulfitri.

Tradisi  Foma-fo-
ma’a tidak hanya
sekadar seremoni ta-
hunan, tetapi telah
menjadi bagian dari
identitas sosial mas-
yarakat Desa Baruta,
Kecamatan Sangia
Wambulu.  Kegiatan
ini  mempertemukan
warga lokal dengan
para perantau dalam
suasana kekeluargaan
yang hangat.

Kepala Desa Baru-
ta, Muhammad Rid-
wan Putra Ota, S.Pd,
menegaskan ~ bahwa
tradisi ini  memiliki
nilai spiritual dan so-
sial yang kuat. “Fo-
ma-foma’a merupakan
wujud rasa syukur ke-
pada Allah SWT atas
rezeki yang diberikan
sekaligus mempererat
hubungan  kekeluar-
gaan,” ujarnya.

Ia menambah-
kan, kegiatan tersebut
dirangkaikan dengan
halal bihalal sebagai
momentum saling me-
maafkan setelah Hari
Raya Idulfitri. “Ini
bukan hanya tradisi

[dulfitri

makan bersama, teta-
pi juga ruang untuk
memperkuat persauda-
raan,” katanya.

Acara ini dihadiri
berbagai unsur, antara
lain Asisten I Sek-
retaris Daerah Buton
Tengah Ahmad Sabir,
SH, Kepala Dinas
Perhubungan La Ota,
S.Pd, Wakil Koman-
dan Batalyon TP 870
Sangia Wambulu, Ka-
polsek Sangia Wamb-
ulu, serta para kepala
desa, lurah, tokoh ag-
ama, tokoh adat, dan
masyarakat.

Kehadiran para per-
antau yang kembali
ke kampung halaman
menjadi bagian pent-
ing dalam pelaksanaan
tradisi ini. Mereka
turut berbaur dengan
warga setempat dalam
suasana penuh keakra-
ban dan kekeluargaan.

Menurut Ridwan,
dukungan seluruh pi-
hak menjadi faktor
utama suksesnya ke-
giatan tersebut. “Kami
mengapresiasi  semua
pthak  yang telah
berkontribusi sehingga
tradisi ini dapat ber-
jalan dengan lancar,”
ujarnya.

Secara historis, tr-
adisi makan bersama
seperti Foma-foma;a
memiliki  kesamaan
dengan praktik budaya
di berbagai daerah
di Indonesia, seper-
ti ‘megibung’ di Bali
atau ‘kenduri” di Su-
matra, yang sama-sa-
ma menekankan nilai
kebersamaan dan rasa

syukur.
Dalam konteks na-
sional, tradisi halal

bihalal sendiri mulai
populer sejak masa

awal kemerdekaan In-

donesia, terutama pada
era Presiden Soekar-
no, sebagai sarana
mempererat persatuan
bangsa pasca konflik
sosial dan politik.

Sementara itu, da-
lam perspektif glob-
al, tradisi berkumpul
dan makan bersama
setelah hari besar kea-
gamaan juga ditemu-
kan di berbagai neg-
ara, seperti perayaan
Eid al-Fitr di Timur
Tengah dan Asia Sela-
tan, yang menekankan
pentingnya rekonsilia-
si sosial dan solidaritas
komunitas.

Ridwan  berharap
generasi muda dapat
terus menjaga dan
melestarikan tradisi
Foma-foma’a se-
bagai warisan bu-
daya yang sarat mak-
na. “Tradisi ini harus
diwariskan agar nilai
gotong royong dan
kebersamaan tetap
hidup,” tuturnya.

Dengan  pelak-
sanaan yang kon-
sisten setiap tahun,
Foma-foma’a di-
harapkan tidak han-
ya menjadi agenda
budaya, tetapi juga
memperkuat  kohe-
si sosial masyarakat
Buton Tengah di ten-
gah tantangan glo-
balisasi.

Kegiatan ini seka-
ligus menunjukkan
bahwa nilai-nilai
lokal tetap relevan
dalam membangun
harmoni sosial, ser-
ta menjadi fondasi
penting dalam men-
jaga persatuan mas-
yarakat di tingkat
desa hingga nasion-
al.(*)
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MoU Kemenkes-KPK 2026-2030 Dorong
Tata Kelola Kesehatan Bersih

ANTARA

TENTANG KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PADA SEKTOR KESEHATAN TAHUN 2026 - 2030

JAKARTA, BP-
Upaya  memperkuat
integritas sektor kese-
hatan nasional kemba-
li ditegaskan melalui
penandatanganan Nota
Kesepahaman antara
Kementerian Keseha-
tan Republik Indone-
sia dan Komisi Pem-
berantasan  Korupsi
(KPK) untuk periode
2026-2030, sebagai
langkah strategis me-
nekan praktik korup-
si dan meningkatkan
akuntabilitas layanan
publik.

Kerja sama tersebut
ditandatangani  oleh
Budi Gunadi Sadikin
dan Setyo Budiyanto
di Auditorium Dr. J.
Leimena, Gedung Ad-
hyatma, Jakarta, Rabu
(11/3), yang menjadi
titik awal penguatan
kolaborasi lintas lem-
baga dalam penga-
wasan sektor keseha-
tan.

Kesepakatan  ini

menegaskan pent-
ingnya  pendekatan
pencegahan  melalui
peningkatan  koordi-

nasi, pertukaran data,
serta penguatan sistem
pengawasan guna me-
nutup celah terjadinya
penyimpangan, teruta-
ma dalam pengelolaan
anggaran  kesehatan
yang besar.

Ketua KPK Setyo
Budiyanto menilai
kolaborasi ini sebagai
langkah krusial dalam
membangun  sistem
pencegahan yang leb-
ih efektif. “Pencega-
han yang kuat akan

menghindarkan  kita
dari proses peninda-
kan yang panjang dan
kompleks,” ujarnya.

Ia juga mengin-
gatkan bahwa penga-
wasan harus dilakukan
secara  menyeluruh
dari tingkat pimpinan
hingga ke level oper-
asional. “Pengawasan
tidak boleh berhen-
ti di atas. Semua lini
harus bergerak agar
tidak ada ruang bagi
penyimpangan,” kata
Setyo.

Di sisi lain, Menteri
Kesehatan Budi Guna-
di Sadikin menekank-
an bahwa kompleksi-
tas sektor kesehatan
menjadi tantangan
tersendiri dalam men-
jaga transparansi. la
menyebut variasi pem-
biayaan dan layanan
membuka potensi cel-
ah korupsi jika tidak
diatur secara ketat.

“Sektor kesehatan
adalah industri yang
kompleks. Kita harus
memastikan sistemnya
transparan dan efisien
agar tidak membuka
ruang bagi praktik ko-
rupsi,” ujar Budi.

Ia  menambahkan
bahwa  pembenahan
sistem harus berjalan
seiring dengan pem-
bangunan budaya ker-
ja yang berintegritas.
“Integritas harus dim-
ulai dari pimpinan dan
menjadi contoh bagi
seluruh jajaran,” ka-
tanya menegaskan.

Kerja sama ini mer-
upakan kelanjutan dari
nota kesepahaman se-

belumnya yang bera-
khir pada Desember
2025, sekaligus mem-
perkuat komitmen
berkelanjutan  dalam
menciptakan tata kelo-
la pemerintahan yang
bersih di sektor kese-
hatan.

Dalam konteks his-
toris nasional, sektor
kesehatan pernah men-
jadi sorotan dalam se-
jumlah kasus korupsi,
termasuk  pengadaan
alat kesehatan pada
awal 2010-an yang
melibatkan  berbagai
pihak dan menimbul-
kan kerugian negara
yang signifikan. Pen-
galaman tersebut men-
jadi pelajaran penting
bagi pemerintah dalam
memperkuat  sistem
pengawasan.

Secara global, sek-
tor kesehatan juga
dikenal rentan terha-
dap praktik korupsi.
Laporan World Health
Organization (WHO)
menyebutkan bahwa
korupsi dapat meng-
gerus hingga mili-
aran dolar anggaran
kesehatan setiap ta-
hun, yang berdampak
langsung pada kualitas
layanan dan kesela-
matan pasien.

Selain itu, Trans-
parency International
dalam berbagai kaji-
annya menempatkan
sektor kesehatan se-
bagai salah satu sektor
publik yang memiliki
risiko tinggi terhadap
penyalahgunaan  ke-
wenangan, terutama
dalam pengadaan dan

obat serta

distribusi
alat kesehatan.

Dalam kegiatan
tersebut, Kementerian
Kesehatan juga mem-
berikan penghargaan
kepada satuan kerja
yang berhasil meraih
predikat Zona Integ-
ritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Me-
layani (WBBM) ting-
kat nasional tahun
2025.

Pemberian  peng-
hargaan ini diharapkan
mampu  mendorong
unit kerja lain untuk
memperkuat reformasi
birokrasi dan mening-
katkan kualitas pe-
layanan publik yang
bersih dan profesional.

Ke depan, kolab-
orasi antara Kement-
erian Kesehatan dan
KPK diharapkan tidak
hanya berfokus pada
pencegahan, teta-
pi juga membangun
sistem yang adaptif
terhadap  tantangan
baru, termasuk digi-
talisasi layanan kese-
hatan yang memerlu-
kan pengawasan lebih
ketat.

Dengan penguatan
sinergi ini, pemerintah
menargetkan  tercip-
tanya sistem kesehatan
nasional yang lebih
transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada
kepentingan mas-
yarakat luas.(*)
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Tujuh Daerah Lampung-Papua Barat
Daya Ikuti Evaluasi Kemenkes

JAKARTA, BP-Ke-
menterian Kesehatan
melalui Badan Kebi-
jakan  Pembangunan
Kesehatan ~ (BKPK)
melakukan  evaluasi
menyeluruh terhadap
implementasi  kebija-
kan kesehatan di ting-
kat  kabupaten/kota
untuk memastikan
layanan publik ber-
jalan efektif dan tepat
sasaran di masyarakat.

Kegiatan workshop
yang digelar secara
hibrida tersebut mel-
ibatkan tujuh daerah
dari Provinsi Lampung
dan Papua Barat Daya,
yakni Kota Bandar
Lampung,  Kabupat-
en Lampung Selatan,
Kota Metro, Kabupaten
Pringsewu, Kota So-
rong, Kabupaten So-
rong, dan Kabupaten
Sorong Selatan.

Forum ini menjadi
ruang evaluasi seka-
ligus pertukaran prak-
tik baik antar daerah,
dengan fokus pada isu
strategis kesehatan sep-
erti penanganan stunt-
ing, pengendalian tu-
berkulosis (TB), HIV,
serta penguatan layanan
di fasilitas kesehatan
tingkat pertama seperti
puskesmas.

Kepala Pusat Kebi-
jakan Sistem dan Sum-
ber Daya Kesehatan
BKPK, Lupi Trilakso-
no, menegaskan bahwa
kebijakan kesehatan ha-
rus dapat diimplemen-
tasikan secara nyata di
lapangan, bukan hanya
berhenti pada dokumen
regulasi.

“Forum ini penting
untuk melihat bagaima-
na kebijakan nasional
dijalankan di daerah,
sekaligus  memahami
kendala yang dihadapi
di lapangan,” ujarnya.

Dalam perspek-
tif historis, isu seperti
stunting dan TB telah
lama menjadi tantangan
kesehatan masyarakat
Indonesia. Data global
menunjukkan  bahwa
Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) masih
menempatkan Indone-
sia sebagai salah satu
negara dengan beban
TB tertinggi di dunia,
sementara  penurunan
stunting menjadi agen-
da prioritas nasional
dalam Rencana Pemba-
ngunan Jangka Menen-
gah Nasional (RPJMN)

menuju target pemba-
ngunan berkelanjutan
2030.

Perwakilan Biro Pe-
rencanaan dan Angga-
ran Kemenkes, Palupi,
menekankan bahwa
keberhasilan kebijakan
kesehatan sangat ber-
gantung pada peran ak-
tif pemerintah daerah
dalam menerjemahkan
program nasional.

“Indikator  nasion-
al hanya dapat terca-
pai jika kebijakan be-
nar-benar  menjawab
kebutuhan nyata mas-
yarakat di daerah,” kata
Palupi.

Menurut Kemenkes,
sinkronisasi antara pu-
sat dan daerah menjadi
faktor penting dalam
memastikan setiap pro-
gram kesehatan ber-
jalan konsisten, efektif,
dan berkelanjutan di
seluruh wilayah Indo-
nesia yang memiliki
karakter geografis dan
sosial sangat beragam.

Dari sisi implemen-
tasi daerah, Kabupaten
Sorong Selatan mel-
aporkan pengembangan
sistem pemantauan ke-
bijakan berbasis elek-
tronik yang terintegrasi
dengan indikator Stan-
dar Pelayanan Minimal
(SPM), sebagai langkah
digitalisasi tata kelola
kesehatan daerah.

Sementara itu, Ka-
bupaten Lampung
Selatan  memaparkan
keberhasilan  integra-
si berbagai program
kesehatan dalam satu
kerangka kebijakan
daerah untuk mem-
perkuat upaya pence-
gahan penyakit secara

terpadu.

Di  Kota Metro,
pemerintah daerah
melakukan  pembaru-

an regulasi kesehatan
lingkungan untuk men-
jawab tantangan kese-
hatan perkotaan yang
semakin kompleks aki-
bat urbanisasi dan peru-
bahan pola hidup mas-
yarakat.

Adapun Kota Ban-
dar Lampung meni-
tikberatkan  kebijakan
pada penetapan wilayah
prioritas penanga-
nan stunting, sebagai
strategi percepatan
penurunan angka keku-
rangan gizi kronis pada
anak.

Kepala Dinas Kes-
ehatan Kabupaten

Pringsewu, Ali Sub-
agiyo, menyampaikan
bahwa penguatan Stan-
dar Pelayanan Minimal
(SPM) menjadi fokus
utama daerahnya dalam
memperbaiki  kualitas
layanan kesehatan.

“Pemerintah  daer-
ah terus memperkuat
regulasi agar program
kesehatan lebih terarah
dan mampu mendorong
koordinasi lintas sek-
tor,” ujarnya.

Meski berbagai ino-
vasi telah dilakukan, se-
jumlah tantangan masih
dihadapi daerah, mulai
dari keterbatasan tenaga
kesehatan, ketimpangan
sarana dan prasarana,
hingga belum optimal-
nya sinkronisasi kebija-
kan pusat dan daerah.

Tiga Analis Ke-
bijjakan ~ Ahli  Uta-
ma Kemenkes, yakni
Wiendra  Waworuntu,
Riati Anggraini, dan
Oscar Primadi, mene-
gaskan bahwa kesen-
jangan  implementasi
tersebut harus segera
diatasi agar pelayanan
kesehatan lebih merata
dan berkeadilan.

Secara global, isu
penguatan sistem kese-
hatan daerah juga men-
jadi perhatian banyak
negara. Dalam kerang-
ka Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs),
penguatan layanan
kesehatan primer men-
jadi salah satu strategi
utama untuk mencapai
cakupan kesehatan se-
mesta (Universal Health
Coverage).

Melalui  workshop
ini, Kemenkes berharap
setiap daerah dapat sal-
ing bertukar pembelaja-
ran untuk memperkuat
kebijakan yang lebih
adaptif terhadap kebu-
tuhan lokal sekaligus
selaras dengan kebija-
kan nasional.

Evaluasi berkala
dinilai menjadi kunci
dalam  meningkatkan
kualitas layanan kese-
hatan, memperkuat ke-
percayaan publik, ser-
ta memastikan negara
hadir secara efektif da-
lam menjamin hak kes-
ehatan masyarakat.

Pada akhirnya, hasil
evaluasi ini diharap-
kan mampu mendorong
transformasi  layanan
kesehatan yang lebih
responsif, merata, dan
berkelanjutan di seluruh
Indonesia.(*)
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KPK Perpanjang Masa Tahanan Gus

Laporan: Amran

JAKARTA,
BP Komisi Pem-
berantasan  Ko-
rupsi (KPK)
menambah masa
penahanan  Staf
Khusus mantan
Menteri  Agama
RI Yaqut Cho-
lil Qoumas yang
bernama  Ishfah
Abidal Aziz alias
Gus Alex selama
40 hari. Perpan-
jangan penahanan
tersebut terhitung
sejak Jumat, 3
April 2025.

Juru Bicara
KPK Budi Pra-
setyo mengatakan
penyidik  masih
membutuhkan
waktu untuk me-
lengkapi  berkas
perkara  dugaan
korupsi kuota haji
tahun 2023-2024.

“Penyidik
melakukan  per-
panjangan  per-
tama penahanan
untuk tersangka
saudara [AA [Ish-
fah Abidal Aziz]
untuk 40 hari ke
depan setelah ke-
marin dilakukan
penahanan  per-
tama untuk 20
hari,” ujar Budi
saat dikonfirmasi,
Minggu (5/4).

Pada pekan de-
pan, Budi men-
yatakan penyidik
akan melakukan
serangkaian  pe-
meriksaan  terh-

.
"

Alex 40 Hari di Kasus Kuota Haji

f-——f

dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

adap para pihak
dari  Penyeleng-
gara Ibadah Haji
Khusus (PIHK).
Pemeriksaan ber-
langsung di Kan-
tor KPK dan di
sejumlah daerah.

“Dalam perk-
ara ini, penyidik
minggu  depan
juga akan mulai
maraton melaku-
kan pemeriksaan
terhadap sejumlah
saksi di antaranya
para PIHK dan
pemeriksaan  di
antaranya dilaku-
kan di Jakarta
atau di Gedung
KPK Merah Putih
dan juga di beber-
apa daerah lain-
nya bergantung
dari lokasi para
PIHK atau biro
travel tersebut,”
ucap Budi

KPK juga su-
dah  melakukan
perpanjangan
penahanan sela-
ma 40 hari terha-
dap Yaqut.

Berdasarkan
perhitungan tim
auditor Badan Pe-
meriksa Keuan-
gan (BPK) RI,
kasus dugaan ko-
rupsi kuota haji
tahun 2023-2024
diduga merugikan
keuangan negara
sejumlah Rp622
miliar.

Dalam proses

penyidikan  ber-
jalan, KPK me-
nemukan  lebih

dari 300 agen per-
jalanan haji dan
umrah di hampir
seluruh wilayah di
Indonesia meneri-
ma kuota yang su-
dah diatur sebel-
umnya.

Budi memasti-
kan penyidik akan
berupaya semak-
simal  mungkin
untuk  memulih-
kan aset negara
yang hilang akibat
perbuatan mela-
wan hukum para
tersangka  kasus
korupsi.

“Terlebih fokus
penyidik ada-
lah  bagaimana
mengoptimalkan
aset atau asset
recovery. Kalau
kita melihat hasil
hitung dari BPK,
nilai kerugian
keuangan negara-
nya mencapai leb-
ith dari Rp600 mil-
iar. Tentu ini juga
menjadi fokus
bagi penyidik
supaya nanti asset
recovery dari per-
kara in1 juga bisa

optimal,” katan-
ya.

Selain ~ Yaqut
dan Ishfah yang
sudah ditahan,
KPK pada Senin
(30/3)  kemarin
baru saja meng-
umumkan dua
orang tersangka
baru.

Mereka ialah
Direktur Op-
erasional PT

KPK perpanjang penahanan Ishfah Abidal Aziz dan Yaqut Cholil Qoumas selama 40 hari terkait

Makassar  Tora-
ja (Maktour) Is-
mail Adham dan
Komisaris PT
Raudah  Eksati
Utama sekaligus
Ketua Umum
Asosiasi  Kest-
huri, Asrul Azis
Taba.

Ismail dan
Asrul  disangka-
kan  melanggar
Pasal 2 ayat (1)
dan atau Pasal 3
Undang-undang

Pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi (Uu
Tipikor)  juncto

Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP atau
sebagaimana di-

maksud dalam
Pasal 603 atau
Pasal 604 Un-

dang-undang No-
mor 1 Tahun 2023
tentang  KUHP
juncto Pasal 20
huruf (c¢) UU
KUHP.

Ismail dan As-
rul diduga ber-
peran aktif dalam
pengaturan pengi-
sitan kuota haji
khusus tambahan
yang tidak sesuai
dengan ketentu-
an peraturan pe-
rundang-undan-
gan, serta adanya
pemberian sejum-
lah uvang kepada
penyelenggara
negara dalam hal
ini sejumlah peja-
bat di Kementeri-
an Agama.(*)
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MK: Lembaga Negara yang
Berwenang Audit Kerugian Negara

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-
Mahkamah Konstitu-
si (MK) menyatakan
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) ada-
lah lembaga nega-
ra yang berwenang
melakukan audit keru-
gian negara.

Pandangan terse-
but termuat dalam
putusan perkara no-
mor: 28/PUU-XX-
IV/2026 yang diputus
pada Senin, 9 Febru-
ari 2026. Putusan ini
diambil oleh sembilan
hakim konstitusi, yai-
tu Suhartoyo selaku
ketua merangkap ang-
gota, Saldi Isra, Dan-
iel Yusmic P Foekh,
M. Guntur Hamzah,
Anwar Usman, Enny
Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani,
dan Adies Kadir mas-
ing-masing  sebagai
anggota.

Pemohon perkara
tersebut adalah dua
mahasiswa  bernama
Bernita ~ Matondang
dan Vendy Setiawan
yang menguji materi
Pasal 603 dan Pasal
604 Kitab Undang-un-
dang Hukum Pidana
(KUHP).

Pemohon 1 sebagai
vendor pihak ketiga,
sedangkan Pemohon II
merupakan mahasiswa
[lmu Hukum.

MK  menyatakan
konsepsi kerugian
negara yang dianut
oleh Indonesia ada-
lah  konsepsi keru-
gian negara dalam arti
delik materiil yakni
suatu perbuatan dapat
dikatakan merugikan
keuangan negara
dengan syarat harus
adanya kerugian neg-
ara yang benar-benar
nyata atau aktual.

MK Minta Uang
Pensiun Wakil
Rakyat Direvisi,
DPR Usul Buat Pan-
sus Dulu

Artinya, kerugian
negara tersebut su-
dah dapat dihitung
jumlahnya berdasar-
kan hasil temuan in-
stansi atau lembaga
yang berwenang.

Konsepsi demiki-
an, menurut MK,
memiliki persamaan
dengan Penjelas-
an Pasal 603 UU
1/2023 (UU KUHP)
yang  memberikan
pengertian ~ bahwa
“merugikan keuan-
gan negara” adalah
berdasarkan hasil pe-
meriksaan lembaga
negara audit keuan-
gan”.

“Oleh karena itu,
dengan mengacu

adalah BPK

pada Penjelasan Pas-
al 603 UU 1/2023,
maka lembaga neg-
ara yang berwenang
mengaudit keuangan
negara dimaksud
adalah Badan Pe-
meriksa Keuangan
(BPK) sebagaimana
dimandatkan dalam
Pasal 23E ayat (1)
UUD NRI Tahun
1945 yang menya-
takan, ‘Untuk me-
meriksa pengelolaan
dan tanggung jawab

tentang  keuangan
negara diadakan satu
Badan  Pemeriksa

Keuangan yang be-
bas dan mandir1’,”
bunyi pertimbangan

MK dikutip Minggu

(5/4).
Lebih lanjut,
MK menambah-

kan dalam ketentu-
an Pasal 10 ayat (1)
Undang-undang No-
mor 15 Tahun 2006
tentang BPK men-
yatakan BPK juga
memiliki kewenan-
gan untuk menilai
dan/atau  menetap-
kan jumlah kerugian
negara yang diaki-
batkan oleh perbua-
tan melawan hukum.

Kewenangan
BPK untuk menya-
takan dan menetap-
kan jumlah kerugian
negara dimaksud
memiliki keterkaitan
dengan proses pen-
egakan hukum atas
tindakan atau per-
buatan yang menga-
kibatkan  kerugian
negara.

“Berkaitan  den-
gan terjadinya ker-
ugian keuangan
negara atau pere-
konomian negara da-
lam norma Pasal 603
dan Pasal 604 UU
1/2023 sebagai imp-
likasi dari perbuatan
melawan hukum dan
menyalahgunakan
kewenangan  yang
menguntungkan diri
sendiri atau orang
lain atau suatu kor-
porasi sebagaimana
telah dipertimbang-
kan Mahkamah da-
lam Putusan Mah-
kamah  Konstitusi
Nomor  142/PUU-
XXI1/2024, berkai-
tan dengan ketentuan
norma Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 UU
Tipikor,” ucap MK.

“Dalil para Pem-
ohon berkenaan
dengan  ketiadaan
parameter normatif
yang jelas menge-

nai siapa yang ber-
wenang menetapkan
kerugian, bagaima-
na standar penilaian-
nya, dan sejauh
mana hasil audit
tersebut  mengikat
hakim dalam pros-
es pembuktian pada
frasa  “merugikan
keuangan negara”
dalam norma Pasal
603 dan Pasal 604
UU 1/2023 sehingga
menempatkan  un-
sur delik pada ruang
tafsir yang tidak ter-
ukur dan tidak dapat
diprediksi  adalah
tidak beralasan
menurut  hukum,”
tegas MK.

Permohonan dua
mahasiswa itu pun
ditolak MK untuk
seluruhnya.

“Menolak permo-
honan para Pemo-
hon untuk seluruhn-
ya,” kata Ketua MK
Suhartoyo.

Dalam  permo-
honannya,  Berni-
ta dan Vendy me-
ngungkapkan ada
ketidakjelasan pada
Pasal 603 KUHP
mengenai  lemba-
ga audit keuangan
negara, mekanisme
pemeriksaan,  ser-
ta standar penilaian
kerugian keuangan
negara.

Para  Pemohon
meminta MK men-
yatakan frasa ‘keru-
gian keuangan nega-
ra’ dalam Pasal 603
dan Pasal 604 UU
KUHP bertentangan
dengan UUD dan
tidak  mempunyai
ketentuan ~ hukum
mengikat.

Para  Pemohon
juga meminta ker-
ugian negara itu
ditetapkan berdasar-
kan alat bukti yang
sah dan dinilai oleh
hakim dalam proses
peradilan pidana.

“Sepanjang tidak
dimaknai bahwa
pembuktian  keru-
gian keuangan neg-
ara tidak bersifat
eksklusif dan tertut-
up hanya pada hasil
pemeriksaan  lem-
baga audit tertentu,
melainkan harus di-
buktikan berdasar-
kan alat bukti yang
sah menurut hukum
dan dinilai secara
independen oleh
hakim dalam proses
peradilan pidana,”
bunyi petitum Para
Pemohon.(*)
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Kawasan Wisata Oputa Yi Koo Jadi
Prioritas Penataan Lingkungan, Baubau
Dukung Program Nasional

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
memastikan  gerakan
kebersihan lingkungan
akan terus berlanjut
secara berkelanjutan
di seluruh wilayah
kota melalui program
a€celndonesia Asria€
yang digalakkan se-
cara nasional. Komit-
men tersebut dite-
gaskan melalui aksi
bersih-bersih  massal
yang digelar di ka-
wasan Kotamara, Sab-
tu (4/4/2026).

Langkah ini men-
jadi bagian dari strate-
gi pemerintah daerah
dalam  memperkuat
budaya hidup bersih,
sekaligus menata ru-
ang publik agar lebih
representatif  sebagai
pusat aktivitas mas-

Lalirhn: Prasetio M

in langsung kegiatan
tersebut, menegaskan
bahwa gerakan ini ti-
dak bersifat seremoni-
al semata, melainkan
upaya membangun ke-
sadaran kolektif mas-
yarakat.

“Upaya Indonesia
Asri ini bukan sekadar
kegiatan rutin, tetapi
gerakan untuk mena-
namkan kesadaran
akan pentingnya ke-
bersihan lingkungan,”
ujar La Ode Darus
Salam.

Aksi Dbersih-bersih
tersebut  melibatkan
seluruh unsur Organi-
sasi Perangkat Daerah
(OPD), camat, lurah,
hingga  masyarakat
pada tingkat RT dan
RW, yang secara ser-
entak melakukan pem-
bersihan di sejumlah

strategis sebagai ikon
Kota Baubau yang ker-
ap menjadi pusat kun-
jungan masyarakat.

Selain itu, loka-
si  tersebut tengah
dipersiapkan  untuk

pelaksanaan kegiatan
coffee morning bersa-
ma Forum Koordina-
si Pimpinan Daerah

(Forkopimda)  yang
dijadwalkan ber-
langsung pada Minggu
(5/4/2026).

“Area ini kami pri-
oritaskan karena akan
digunakan untuk agen-
da penting pemerintah
daerah dalam waktu

dekat,” katanya.
Pemerintah  Kota
Baubau juga telah

berkoordinasi dengan
pihak Cipta Karya
Provinsi Sulawesi
Tenggara terkait peng-
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Dalam waktu dekat,
aset Monumen Patung
Oputa Yi Koo diren-
canakan akan diserah-
kan secara resmi ke-
pada Pemerintah Kota
Baubau, sehingga
pengelolaannya dapat
dilakukan secara op-
timal oleh pemerintah
daerah.

La Ode Darus
Salam menambahkan,
kegiatan serupa tel-
ah dilaksanakan sejak
sebelum bulan Ra-
madan dengan men-
yasar berbagai titik di
wilayah kota.

“Kami sudah mem-
ulai gerakan ini se-
jak sebelum Rama-
dan dan akan terus
melanjutkannya secara
konsisten di seluruh
wilayah,” ujarnya.

Wali Kota Bau-
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Pemkot Baubau Rancang 10 Proyek
Strategis untuk Tingkatkan Konektivitas

BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Baubau
menargetkan pelaksa-
naan sepuluh Proyek
Strategis Daerah
(PSD) mulai berjalan
pada kuartal pertama
tahun 2026 sebagai
upaya mempercepat
pembangunan dan
meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
wilayah tersebut.

Program yang
dibiayai melalui An-
ggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah
(APBD) 2026 ini di-
fokuskan pada sektor
infrastruktur dan kese-
hatan, dengan harapan
mampu menjadi peng-
gerak utama pertum-
buhan ekonomi daerah
sekaligus memperkuat

konektivitas antar-
wilayah.

Kepala Bagian
Unit Layanan Pen-

gadaan (ULP) Setda
Kota Baubau, Ahmad
Basri, mengatakan
seluruh proyek akan
dilaksanakan melalui
mekanisme tender ter-
buka guna menjamin
transparansi dan kual-
itas hasil pekerjaan.

jaan berkualitas dan
tepat waktu,” ujar Ah-
mad Basri dalam ket-
erangan persnya, Rabu

(11/03/2026).
Ia menambahkan,
penetapan proyek

strategis tersebut juga
menjadi bagian dari
upaya pemenuhan in-
dikator =~ Monitoring
Center for Prevention
(MCP) yang dikem-
bangkan oleh Komisi
Pemberantasan  Ko-
rupsi (KPK).

“Penetapan proyek
strategis ini merupa-
kan salah satu indika-
tor MCP KPK yang
harus dipenuhi pemer-
intah daerah,” katanya.

Sepuluh proyek
strategis tersebut be-
rada di bawah koordi-
nasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) serta
Dinas Kesehatan Kota
Baubau.

Adapun daftar
proyek meliputi re-
habilitasi Puskesmas
Waborobo, rehabili-
tasi berat Puskesmas
Lakologou, serta re-
vitalisasi kawasan
Pasar Wameo yang

jutan dan revitalisasi
kawasan = Kotamara
yang diarahkan untuk
memperkuat tata ru-
ang kota.

Di sektor infras-
truktur dasar, pemerin-
tah juga merencanakan
pengadaan dan pema-
sangan jaringan perpi-
paan jalur khusus guna
mendukung kebutuhan
air bersih masyarakat.

Sejumlah  proyek
rekonstruksi jalan
juga menjadi priori-
tas, di antaranya ruas
jalan kompleks Lowu-
Lowu, kompleks Sulaa
tahap 11, serta jalan Dr
Wahidin yang memili-
ki peran penting dalam
mobilitas warga.

Tidak hanya itu, pe-
nataan kawasan Lem-
bah Hijau juga masuk
dalam daftar proyek
strategis sebagai ba-
gian dari pengemban-
gan ruang terbuka dan
kawasan hijau kota.

Ahmad Basri mene-
gaskan bahwa proyek-
proyek tersebut diran-
cang sebagai “engine

“Seluruh pa- menjadi pusat aktivitas ~ of growth” yang mam-
ket pekerjaan akan ekonomi masyarakat. pu mendorong per-
melalui proses tender Selain itu, terdapat tumbuhan  ekonomi
yang transparan agar .ja pepataan kawasan lokal.(*)
menghasilkan peker- Lakologou tahap lan-
jalan hingga ke tingkat kan lingkungan berba- lolaan lingkungan hid-
lingkungan terkecil. sis masyarakat. up.

Instruksi  tersebut Dalam konteks “Kami  berharap
menekankan pent- global, kampanye se- gerakan ini  terus

ingnya peran aparat
wilayah dalam meng-
gerakkan  partisipa-
si masyarakat guna
menjaga  kebersihan
lingkungan secara
berkelanjutan.

Secara historis,
gerakan  kebersihan
lingkungan di Indone-
sia telah menjadi ba-
gian dari kebijakan na-
sional sejak era Orde

rupa juga telah lama
digaungkan,  seperti
program  a€xClean
Up the Worlda€ yang
dimulai pada 1993 di
Australia dan kini mel-
ibatkan jutaan relawan
dari berbagai negara
dalam menjaga ke-
bersihan lingkungan.
Gerakan Indonesia
Asri yang kini diadop-
si di berbagai daerah,

dilakukan dari tingkat
kota hingga RT dan
RW, sehingga kebersi-
han menjadi budaya
bersama,” kata La Ode
Darus Salam.

Dengan keterli-
batan lintas sektor dan
masyarakat, Pemer-
intah Kota Baubau
optimistis  penataan
kawasan publik seper-
ti Kotamara akan se-

yarakat dan destinasi titik strategis. gunaan sementara ka-  bau, lanjutnya, telah g, " ooy pro- termasuk Kota Bau- makin meningkatkan

wisata. Kawasan Monu-  wasan tersebut, meng-  mengeluarkan surat in- gram kebersihan kota bau, mencerminkan kualitas lingkungan
Sckretaris Dacrah ~men Patung Oputa Yi ingat status asetnya struksi kepada seluruh — (Gr3) oo "kemudian  upaya  berkelanjutan  sekaligus memperkuat

Kota Baubau, La Ode Koo dipilih sebagai yang masih berada di ~camat dan lurah agar o d yhane menjadi  pemerintah dalam  daya tarik kota sebagai

Darus Salam, S.Sos., lokasi utama kegiatan bawah —kewenangan memastikan program pouoo0i inisiatif sep- menjawab tantangan destinasi wisata.(¥)

M.Si., yang memimp- karena memiliki nilai ~pemerintah provinsi. Indonesia  Asri ber- 4 Adipura dan gera- urbanisasi dan penge-
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PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG
Nomor : 2/D1304-21.15/1V/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

PENGUMUMAN TENTANG SURAT SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 1/D1304-21.15/1V/2026

Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :
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No Nomor Hak Nama Pemegang Hak Alamat Pemegang Tanggal Keterangan
Hak Pembukuan
TANAH RATA Berdasarkan surat keterangan
12/06/2023 tanda laporan kehilangan Nomor
21.15.01.02.1.00602 | WA EDA KECAMATAN SKTLK/70/1V/2026/SPKT/POLRES
SIMAU BUTON DI PASAR WAJO/POLDA

SULAWESI TENGGARA tertanggal
7 APRIL 2026 dan surat pernyataan
dibawah sumpah dan janji tanggal 7
April 2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan ke-

beratan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat
pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas :1932/2026
Nama Pemohon : WA EDA
D1301 1 62/2026

BATAUGA, 07 April 2026
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan

ttd

MOHAMMAD ZAKARIA S.ST., M.SC
NIP. 197803011998031001

No Nomor Hak Nama Pemegang Hak Alamat Pemegang Tanggal Keterangan
Hak Pembukuan
D Rumbi Berdasarkan surat keterangan
usun Rumbia i
21.15.03.03.1.00101 | LA ODE JAHALI Dusun BURANGASI 06/06/2018 tanda laporan kehilangan Nomor

SKTLK/16/11/2026/SPKT/POLSEK
Lapandewa/POLRES BUTON
PASAR WAJO/POLDA SULAWESI
TENGGARA tertanggal 24 Februari
2026 dan surat pernyataan dibawah
sumpah dan janji tanggal 6 April
2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan ke-

beratan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat
pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas

Nama Pemohon

D1301

: 1205/2026
: LA ODE ASRI
: 48/2026

BATAUGA, 07 April 2026
Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan

MOHAMMAD ZAKARIA S.ST., M.SC
NIP. 197803011998031001
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